
 
 

TENTANG 

 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 

TAHUN 2018—2021  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA DEPOK, 

                                                    
WALI KOTA DEPOK 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA DEPOK 

NOMOR 41  TAHUN 2018 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

2015-2019 perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah  

Kota Depok Tahun 2018—2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 5234); 
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  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 58,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 

Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map 

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; 

  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; 

  9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006—2025 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) 

sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas  Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1               

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok                                  

Tahun 2006—2025 (Lembaran Daerah Kota Depok              

Tahun 2016 Nomor 5); 

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok                 

Tahun 2016 Nomor 10); 
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  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ROAD MAP 

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KOTA 

DEPOK  TAHUN 2018—2021.  

  BAB I 

  ROADMAP REFORMASI BIROKRASI 

   Pasal 1 

  Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota 

Depok Tahun 2018—2021 yang selanjutnya disebut Road 

Map Reformasi Birokrasi berlaku sebagai panduan dalam 

melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan 

program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di 

lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok                         

Tahun 2018-2021. 

  Pasal 2 

  Road Map Reformasi Birokrasi dapat dilakukan perubahan 

dan penyesuaian sesuai dengan dinamika pelaksanaan 

tugas dan fungsi Pemerintah Kota Depok. 

   

  BAB II 

  SISTEMATIKA 

  Pasal 3 

  Sistematika  Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Daerah Kota Depok Tahun 2018—2021 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :  

  BAB I : Pendahuluan 

  BAB II : Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah 

Kota Depok 

  BAB III : Agenda Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi Pemerintah Kota Depok 

  BAB IV : Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Kota Depok 

  BAB V : Penutup 
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  Pasal 4 

  Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota 

Depok Tahun 2018—2021 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota 

ini. 

   

  BAB III 

  KETENTUAN PENUTUP 

  Pasal 5 

  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota. 

 

Ditetapkan di Depok 

pada tanggal 12 Juli 2018 

 

WALI KOTA DEPOK,  

 

                                                            TTD 

 

K.H. MOHAMMAD IDRIS 

Diundangkan di Depok    

pada tanggal 12 Juli 2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, 

 
       TTD 

 

 
H. HARDIONO 

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 41 

 

   


